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BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.899, 2022

KEMENKEU. Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak. Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 132/PMK.03/2022
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan
tugas di bidang pengujian kepatuhan perpajakan
dan/atau penegakan hukum perpajakan, telah dibentuk
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;
bahwa untuk melaksanakan pembinaan profesi dan
karier Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak, perlu
menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak oleh pimpinan instansi pembina
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri Keuangan tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
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Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1356);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1548);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA
PAJAK.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,
dan pembinaan manajemen PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
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11.

12.

13.
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pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan
teknis dalam pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau
penegakan hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan
perpajakan dan tindakan operasional untuk kepentingan
perpajakan.

Pejabat Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak yang
selanjutnya disebut Asisten Pemeriksa Pajak adalah PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara
penuh untuk melakukan dukungan teknis dalam
pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau penegakan
hukum perpajakan, termasuk pemeriksaan perpajakan
dan tindakan operasional untuk kepentingan perpajakan.
Pengujian Kepatuhan Perpajakan adalah serangkaian
kegiatan analisis, pengelolaan, penyusunan strategi,
pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan lain dalam
rangka pengujian pemenuhan kewajiban formal dan
material dan/atau tujuan lain untuk kepentingan
perpajakan.

Penegakan Hukum Perpajakan adalah serangkaian
kegiatan atau proses dilakukannya upaya untuk
memastikan tegaknya hukum atau dilaksanakannya
keputusan hukum di bidang perpajakan.

Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut LKJF adalah
kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
yang belum terisi karena adanya pejabat fungsional yang
diberhentikan, meninggal dunia, pensiun, dan adanya
peningkatan volume beban kerja serta pembentukan
organisasi kerja baru.

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja
yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap dalam bentuk perilaku yang dapat diamati, diukur,
dan dikembangkan sesuai tugas dan/atau fungsi
jabatan.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut SKJ adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah
proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi
teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Asisten
Pemeriksa Pajak.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Nilai Kinerja PNS adalah gabungan nilai SKP dan
nilai perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Hasil Kerja Minimal yang selanjutnya disebut HKM
adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai
minimal oleh Asisten Pemeriksa Pajak sebagai prasyarat
pencapaian hasil kerja.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai
oleh Asisten Pemeriksa Pajak dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten
Pemeriksa Pajak sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan/atau jabatan.

Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat yang
memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan
Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk
menetapkan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Tim Penilai
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan bertugas
mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang
disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Asisten
Pemeriksa Pajak dalam bentuk Angka Kredit Asisten
Pemeriksa Pajak.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Asisten Pemeriksa Pajak baik perorangan
atau kelompok di bidang perpajakan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak adalah Unit Kerja jabatan pimpinan
tinggi madya yang mewakili Instansi Pembina untuk
melaksanakan pembinaan teknis Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak.

Pimpinan Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional
adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
perpajakan.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak dan bukan
pemberhentian sebagai PNS.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
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27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG, DAN TUGAS JABATAN

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 2
Asisten Pemeriksa Pajak  berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional dalam melaksanakan
dukungan teknis Pengujian Kepatuhan Perpajakan
dan/atau  Penegakan Hukum  Perpajakan pada
Kementerian.
Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama,
pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.
Kedudukan Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis
jabatan, dan analisis beban kerja serta dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak merupakan
jabatan fungsional kategori keterampilan.
Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Asisten Pemeriksa Pajak Terampil;
b. Asisten Pemeriksa Pajak Mahir; dan
c. Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia.
Pangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Tugas jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak yaitu
melaksanakan dukungan teknis Pengujian Kepatuhan
Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan.
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya,
terdiri atas:
a. pengujian kepatuhan perpajakan; dan
b. penegakan hukum perpajakan.
Sub-unsur dari unsur kegiatan Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka
Kreditnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
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(4)
(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. pengujian kepatuhan perpajakan, meliputi:

1. analisis ketentuan teknis perpajakan;

2. pengawasan perpajakan; dan

3. pemeriksaan kepatuhan perpajakan.
b. penegakan hukum perpajakan, meliputi:

1. intelijen perpajakan;

2. forensik digital perpajakan;

3. penagihan perpajakan; dan

4. penelaahan  keberatan dan  penanganan

sengketa perpajakan.

Pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan menggunakan sistem klaster.
Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Uraian kegiatan tugas jabatan dan deskripsi mengenai
kriteria/klasifikasi butir kegiatan tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Asisten Pemeriksa Pajak melaksanakan kegiatan tugas

jabatan sesuai dengan klaster sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (4).

Asisten Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan

tugas jabatan pada klaster lain dengan ketentuan:

a. memperoleh penugasan dari pejabat paling rendah
pejabat administrator; dan

b. melaksanakan kegiatan tugas jabatan yang dapat
diakui Angka Kreditnya berdasarkan pada Peraturan
Menteri ini.

Asisten Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan tugas yang
berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di
bawah jenjang jabatannya apabila dalam suatu unit kerja
tidak terdapat Asisten Pemeriksa Pajak untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya
dengan ketentuan perolehan Angka Kredit sebagai
berikut:

a. Asisten Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas 1
(satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka
Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80%
(delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap
butir kegiatan; dan

b. Asisten Pemeriksa Pajak yang melaksanakan tugas 1
(satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka
Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100%
(seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis

dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 6

Kegiatan penagihan perpajakan dalam klaster Penagihan
Perpajakan dilaksanakan oleh Asisten Pemeriksa Pajak yang
telah diangkat dan dilantik sebagai jurusita pajak sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Pasal 7

Pelaksanaan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk tim.

Pelaksanaan tugas jabatan oleh tim sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 1 (satu)

orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu)
orang anggota tim.

Pelaksanaan tugas oleh tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan berdasarkan penugasan oleh pimpinan

unit kerja tempat  Asisten Pemeriksa Pajak
berkedudukan.

Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan dan

koordinasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Perpajakan
dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan.

Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

tugas sebagai pengendali lapangan atas kegiatan

Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan

Hukum Perpajakan.

Asisten Pemeriksa Pajak yang dapat menduduki jabatan

supervisor memenuhi syarat paling sedikit:

a. memiliki jenjang jabatan paling rendah Asisten
Pemeriksa Pajak Mahir; dan

b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b.

Asisten Pemeriksa Pajak yang dapat menduduki jabatan

ketua tim memenuhi syarat paling sedikit:

a. memiliki jenjang jabatan paling rendah Asisten
Pemeriksa Pajak Mahir; dan

b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang IlI/a.

Penunjukan sebagai supervisor dan ketua tim dilakukan

oleh:

a. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama,
untuk penunjukan supervisor di wilayah kerjanya;
dan

b. paling rendah pejabat administrator, untuk
penunjukan ketua tim di wilayah kerjanya.

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten

Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai

supervisor, tugas supervisor sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling rendah oleh
pejabat pengawas.

Ketentuan mengenai pola kerja, tugas, dan susunan tim

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
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(1)

(2)

(3)

BAB III
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
Penilaian kinerja Asisten Pemeriksa Pajak bertujuan
untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan
pada sistem prestasi dan sistem karier.
Penilaian kinerja Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,
capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku
PNS.
Penilaian kinerja Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Penilaian kinerja Asisten Pemeriksa Pajak meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

SKP; dan
Perilaku Kerja.

Paragraf 2
Sasaran Kinerja Pegawai

Pasal 10
Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SKP Asisten Pemeriksa Pajak disusun pada awal
tahun wuntuk dilaksanakan dalam satu tahun

berjalan.
b. SKP Asisten Pemeriksa Pajak disusun berdasarkan:
(1) penetapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan; dan

(2) uraian kegiatan tugas jabatan.
c. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Hasil penilaian SKP Asisten Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
capaian SKP.
Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bahan pengusulan, penilaian, dan penetapan



(5)

(6)
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Angka Kredit Asisten Pemeriksa Pajak.

Penyusunan, perubahan, penetapan, dan penilaian SKP
Asisten Pemeriksa Pajak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = yang
mengatur mengenai sistem manajemen kinerja Pegawai
Negeri Sipil.

Asisten Pemeriksa Pajak mendokumentasikan hasil kerja
yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.

Paragraf 3
Perilaku Kerja

Pasal 11

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak dan dinilai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Target Angka Kredit

Pasal 12
Target Angka Kredit setiap tahun bagi Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak ditetapkan paling
sedikit:
a. S (lima) untuk Asisten Pemeriksa Pajak Terampil;
b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Pemeriksa
Pajak Mahir; dan
c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Pemeriksa Pajak
Penyelia.
Target Angka Kredit yang dipersyaratkan bagi Asisten
Pemeriksa Pajak digunakan sebagai dasar untuk
penyusunan dan penilaian SKP.

Bagian Keempat
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 13

Asisten Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetapi
belum tersedia LKJF pada jenjang jabatan yang akan
diduduki, setiap tahun harus memenuhi target Angka
Kredit, paling sedikit:
a. 4 (empat) untuk Asisten Pemeriksa Pajak Terampil,;

dan
b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Pemeriksa Pajak Mabhir.
Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia yang menduduki
pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

-10-

Bagian Kelima
Angka Kredit Pendidikan

Pasal 14

ljazah pendidikan dapat diakui dan diperhitungkan

dalam unsur sebagai berikut:

a. pengembangan profesi; atau

b. penunjang.

[jazah pendidikan sebagai unsur pengembangan profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

ketentuan:

a. merupakan ijazah diploma tiga atau
sarjana/diploma empat dalam bidang ekonomi,
keuangan, hukum, administrasi publik, teknik yang
berkaitan @ dengan  teknologi infomasi dan
komunikasi, atau perpajakan; dan

b. atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a
diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan
pangkat.

[jazah pendidikan sebagai unsur penunjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a. merupakan ijjazah diploma tiga atau
sarjana/diploma empat selain yang termasuk dalam
bidang yang diakui dalam unsur pengembangan
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a; dan

b. atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a
diberikan Angka Kredit sebesar:

1. 4 (empat) untuk pendidikan diploma tiga; dan
2. 5 (lima) untuk pendidikan sarjana/diploma
empat.

[jazah yang dapat diusulkan untuk diberikan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

paling banyak 1 (satu) ijazah untuk setiap periode

penilaian.

Ketentuan mengenai pengakuan ijazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB IV
PENGUSULAN, PENILAIAN, PENETAPAN, PEJABAT
PENGUSUL, DAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengusulan dan penilaian Angka Kredit Asisten Pemeriksa
Pajak dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

Periode Januari sampai dengan Juni; dan
Periode Juli sampai dengan Desember.
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Bagian Kedua
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 16
Proses pengusulan Angka Kredit didahului dengan
penyampaian bahan usulan penilaian dan penetapan
Angka Kredit oleh atasan langsung Asisten Pemeriksa
Pajak kepada Tim Penilai melalui pimpinan unit kerja.
Pengusulan Angka Kredit Asisten Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan
melampirkan dokumen paling sedikit:
a. laporan capaian SKP;
b. surat pernyataan melakukan kegiatan tugas jabatan
Asisten Pemeriksa Pajak;
c. surat pernyataan melakukan kegiatan
pengembangan profesi; dan
d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang.
Ketentuan mengenai format bahan usulan penilaian dan
penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan format dokumen surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Angka Kredit

Pasal 17
Penilaian capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak dilakukan oleh Tim Penilai
berdasarkan capaian SKP.
Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari
target Angka Kredit setiap tahun yang berasal dari
pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.
Selain capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penilaian capaian Angka Kredit juga dilakukan untuk
kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang.
Tim Penilai dapat meminta dokumen hasil kerja,
dokumen pendukung lainnya, dan melakukan konfirmasi
kepada atasan langsung Asisten Pemeriksa Pajak sebagai
bahan pertimbangan.
Dalam melakukan penilaian Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai harus
memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak dan tugas fungsi unit kerja
berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak yang ditetapkan dalam peta jabatan.
Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3) didokumentasikan dalam laporan capaian
Angka Kredit.
Ketentuan mengenai format laporan capaian Angka
Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keempat
Penetapan Angka Kredit

Pasal 18
Pejabat Pengusul Angka Kredit mengusulkan capaian
Angka Kredit Asisten Pemeriksa Pajak yang telah
memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat
dan/atau jabatan kepada Pejabat yang Berwenang
Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
PAK disampaikan kepada pimpinan unit kerja pengusul
dan Asisten Pemeriksa Pajak yang bersangkutan serta
salinan disampaikan kepada:
a. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kepegawaian yang bersangkutan/pejabat
administrator yang membidangi kepegawaian yang
bersangkutan.

PAK untuk kenaikan pangkat Asisten Pemeriksa Pajak
ditetapkan 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober tahun
sebelumnya; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka
Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan April
tahun berjalan.

Hasil penilaian dan PAK Asisten Pemeriksa Pajak dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian

kinerja Asisten Pemeriksa Pajak.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pejabat Pengusul Angka Kredit

Pasal 19

Usulan PAK Asisten Pemeriksa Pajak diajukan oleh:

a.

pejabat administrator yang membidangi pengelolaan
jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi
pratama yang membidangi pengelolaan jabatan
fungsional kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit
jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi
perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Pemeriksa
Pajak di lingkungan kantor pusat yang membidangi
perpajakan.

pejabat administrator yang membidangi kepegawaian
pada kantor wilayah yang membidangi perpajakan
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor
wilayah yang membidangi perpajakan untuk Angka
Kredit bagi Asisten Pemeriksa Pajak di lingkungan kantor
wilayah yang membidangi perpajakan.
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Bagian Keenam
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 20

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit Asisten Pemeriksa Pajak, yaitu:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan
pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan
untuk Angka Kredit bagi Asisten Pemeriksa Pajak di
lingkungan kantor pusat yang membidangi
perpajakan; atau

b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor
wilayah yang membidangi perpajakan untuk Angka
Kredit bagi Asisten Pemeriksa Pajak di lingkungan
kantor wilayah yang membidangi perpajakan.

Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan

tetap atau sementara, Angka Kredit ditetapkan oleh

atasan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka

Kredit.

BAB V
TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f.  memberikan  pertimbangan = penyusunan dan
penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Asisten
Pemeriksa Pajak dalam pelatihan.

Tim Penilai terdiri atas:

a. Tim Penilai unit kerja pusat; dan

b. Tim Penilai unit kerja wilayah.

Tim Penilai unit kerja pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a bertugas membantu Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan jabatan
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fungsional pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi
Asisten Pemeriksa Pajak di lingkungan kantor pusat yang
membidangi perpajakan.

Tim Penilai unit kerja wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak wuntuk Angka Kredit bagi Asisten
Pemeriksa Pajak di lingkungan kantor wilayah yang
membidangi perpajakan.

Pasal 22

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri

atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau

Penegakan Hukum Perpajakan, unsur kepegawaian, dan

Asisten Pemeriksa Pajak.

Tim Penilai dari unsur teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berasal dari:

a. pejabat dari unit kerja yang membidangi peraturan
perpajakan dan/atau strategi perpajakan untuk
Asisten Pemeriksa Pajak dari sub-unsur analisis
ketentuan teknis perpajakan;

b. pejabat dari unit kerja yang membidangi
pengawasan perpajakan dan/atau ekstensifikasi
perpajakan dan/atau data dan informasi perpajakan
untuk Asisten Pemeriksa Pajak dari sub-unsur
pengawasan perpajakan;

c. pejabat dari unit kerja yang membidangi
pemeriksaan perpajakan untuk Asisten Pemeriksa
Pajak dari sub-unsur pemeriksaan kepatuhan
perpajakan;

d. pejabat dari unit kerja yang membidangi intelijen
perpajakan untuk Asisten Pemeriksa Pajak dari sub-
unsur intelijen perpajakan;

e. Pejabat dari unit kerja yang membidangi forensik
digital perpajakan untuk Asisten Pemeriksa Pajak
dari sub-unsur forensik digital perpajakan;

f.  Pejabat dari unit kerja yang membidangi penagihan
perpajakan untuk Asisten Pemeriksa Pajak dari sub-
unsur penagihan perpajakan; dan/atau

g. Pejabat dari unit kerja yang membidangi keberatan
dan banding untuk Asisten Pemeriksa Pajak dari
sub-unsur penelaahan keberatan dan penanganan
sengketa perpajakan.

Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berjumlah ganjil dengan susunan sebagai

berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Asisten

Pemeriksa Pajak Penyelia.
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Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, paling rendah pejabat pengawas dari unsur
kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, berasal dari Asisten Pemeriksa Pajak.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Asisten Pemeriksa Pajak
yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Asisten Pemeriksa Pajak; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Asisten
Pemeriksa Pajak.

Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat

dipenuhi dari Asisten Pemeriksa Pajak, anggota Tim

Penilai dapat diangkat dari PNS lain dalam unit

organisasi yang sama, yang memiliki kompetensi untuk

menilai kinerja Asisten Pemeriksa Pajak.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

tidak dapat melakukan penilaian terhadap dirinya

sendiri.

Pembentukan dan susunan Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
pengelolaan jabatan fungsional atas nama pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan
untuk tim penilai unit kerja pusat; dan

b. kepala kantor wilayah atas nama pejabat pimpinan
tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk
Tim Penilai unit kerja wilayah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Tim  Penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan

mengenai format surat keputusan pembentukan Tim

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Tim Penilai

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2), Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat

Tim Penilai.

Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagai berikut:

a. mengadministrasikan usulan Capaian Angka Kredit
dan usulan PAK;

b. memberi bantuan administratif untuk kelancaran
pelaksanaan tugas Tim Penilai dan PyB; dan

c. mengadministrasikan laporan capaian Angka Kredit
dan PAK.

Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:

a. Sekretariat Tim Penilai kantor pusat; dan

b. Sekretariat Tim Penilai kantor wilayah.

Susunan Sekretariat Tim Penilai terdiri atas:
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a. ketua, dijabat oleh:

1. pegawai dengan jabatan paling rendah Jabatan
Pengawas pada unit jabatan administrator yang
membidangi pengelolaan jabatan fungsional
pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama
yang membidangi pengelolaan jabatan
fungsional untuk Sekretariat Tim Penilai kantor
pusat; atau

2. pegawai dengan jabatan paling rendah Jabatan
Pengawas pada unit jabatan administrator yang
membidangi kepegawaian di lingkungan kantor
wilayah yang membidangi perpajakan untuk
Sekretariat Tim Penilai kantor wilayah; dan

b. anggota, berasal dari pegawai pada unit kerja Ketua

Sekretariat Tim Penilai dan/atau pelaksana lain

yang ditunjuk.

Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KENAIKAN PANGKAT,

KENAIKAN JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 24

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak dilakukan melalui:

a.
b.
C.

(1)

(2)

pengangkatan pertama;
perpindahan dari jabatan lain; dan
promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 26

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a merupakan pengangkatan untuk
mengisi LKJF Asisten Pemeriksa Pajak yang telah
ditetapkan melalui pengadaan dari calon PNS.
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang

II/c;
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memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

e. berijazah paling rendah diploma tiga bidang bidang
ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik,
komunikasi, teknik yang berkaitan dengan teknologi
informasi dan komunikasi, atau perpajakan;

f.  Nilai Kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir; dan

g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau
menjalani hukuman disiplin.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib

diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa

Pajak.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat ke dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak harus mengikuti dan

lulus pelatihan fungsional Asisten Pemeriksa Pajak yang

dibuktikan dengan sertifikat.

Asisten Pemeriksa Pajak yang belum dan/atau tidak lulus

pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak diberikan kenaikan jabatan.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak melalui

pengangkatan pertama sama dengan pangkat yang

dimiliki.

Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat

dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

melalui pengangkatan pertama dilaksanakan
berdasarkan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat

(6).

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak melalui

pengangkatan pertama ditetapkan sebesar O (nol).

Berkas wusulan pengangkatan pertama dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak terdiri atas:

a. fotokopi ijazah  pendidikan formal terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang
telah dilegalisasi dan/atau surat penetapan hasil
penilaian ijazah pendidikan tinggi lulusan luar
negeri yang telah dilegalisasi;

b. fotokopi surat ketetapan calon PNS;

c. fotokopi surat ketetapan PNS;

d. surat keterangan sehat yang dinyatakan oleh dokter
pada instansi pemerintah;

e. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir; dan

f.  fotokopi realisasi SKP 1 (satu) tahun terakhir.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen

tertulis.

Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Asisten Pemeriksa Pajak melalui pengangkatan pertama

disusun menggunakan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

e
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Bagian Ketiga
Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 27

Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b

merupakan pengangkatan PNS yang menduduki jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan
fungsional lainnya ke dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang
II/c;

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. Dberijazah paling rendah diploma tiga bidang
ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik,
komunikasi, teknik, perpajakan, atau ilmu sosial;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau
Penegakan Hukum Perpajakan paling singkat 2 (dua)
tahun;

g. Nilai Kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga tahun);

i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau
menjalani hukuman disiplin;
j-  tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari

6 (enam) bulan;

k. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan
negara; dan

.  mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang
disusun oleh Instansi Pembina.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan LKJF Asisten Pemeriksa Pajak

sesuai jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang

Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan

Hukum Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f meliputi:

a. tugas melakukan Pengujian Kepatuhan Perpajakan
dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan;

b. tugas di unit kerja yang berkaitan langsung dengan
Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau
Penegakan Hukum Perpajakan; dan/atau

c. tugas di unit kerja pendukung penerimaan pajak
lainnya.

Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diperoleh dan diperhitungkan secara kumulatif dalam hal

dibuktikan dengan surat keterangan tertulis yang
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ditandatangani oleh paling rendah pejabat administrator.

Berkas usulan pengangkatan melalui perpindahan dari

jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak paling sedikit terdiri atas:

a. fotokopi ijazah  pendidikan formal terakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang
telah dilegalisasi dan/atau surat penetapan hasil
penilaian ijazah pendidikan tinggi lulusan luar
negeri yang telah dilegalisasi;

b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan

golongan terakhir;

rekomendasi hasil Uji Kompetensi dan Angka Kredit;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang

dinyatakan oleh dokter pada instansi pemerintah;
pakta integritas;

f. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan
yang diduduki pada saat diangkat sebagai Asisten
Pemeriksa Pajak;

g. surat keterangan pengalaman paling singkat 2 (dua)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

h. fotokopi penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun
terakhir; dan

i.  fotokopi realisasi SKP 2 (dua) tahun terakhir.

Berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen

tertulis.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak melalui

perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang

dimiliki pada saat pengusulan pengangkatan ke dalam

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.

Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Angka Kredit yang

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan

Angka Kredit.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak melalui perpindahan

dari jabatan lain ditetapkan sesuai Angka Kredit awal

dan dapat ditambah dengan Angka Kredit yang diperoleh

dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf f.

Angka Kredit yang diperoleh dari pengalaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling besar 50%

(lima puluh persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Ketentuan mengenai Angka Kredit awal sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari

jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak disusun menggunakan contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

e
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Bagian Keempat
Promosi

Pasal 28

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen
talenta di lingkungan Kementerian;

menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

memenuhi SKJ yang akan diduduki.

Pasal 29

Pengangkatan Asisten Pemeriksa Pajak melalui promosi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat

dilaksanakan bagi:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak; atau

b. kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak satu tingkat lebih tinggi.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang
II/c;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS;

e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman
disiplin PNS;

f.  tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS;

g. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari
6 (enam) bulan;

h. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan
negara; dan

i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial kultural sesuai SKJ yang
disusun oleh Instansi Pembina.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak melalui promosi harus

mempertimbangkan LKJF Asisten Pemeriksa Pajak yang

akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak melalui promosi

dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Asisten Pajak melalui promosi

direkomendasikan oleh PyB atas nama instansi dan

bukan yang bersangkutan yang mengajukan.

Berkas usulan pengangkatan melalui promosi ke dalam

Jabatan Fungsional  Asisten Pemeriksa Pajak



(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri

atas:

a. fotokopi PAK terakhir bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak;

b. fotokopi surat keputusan jenjang jabatan terakhir
bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak;

c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat dan
golongan terakhir;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang

dinyatakan oleh dokter pada instansi pemerintah;

pakta integritas;

rekomendasi hasil Uji Kompetensi dan Angka Kredit;

fotokopi penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun

terakhir;

fotokopi realisasi SKP 2 (dua) tahun terakhir; dan

dokumen pendukung pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Berkas wusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan dalam format digital atau dalam dokumen

tertulis.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak disusun

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

= S B )

Bagian Kelima
Kenaikan Pangkat

Pasal 30

Kenaikan pangkat bagi Asisten Pemeriksa Pajak dapat

dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir;

b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi;

c. setiap unsur Nilai Kinerja PNS selama 2 (dua) tahun
terakhir paling sedikit bernilai baik; dan

d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau
menjalani hukuman disiplin.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan

kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Asisten Pemeriksa Pajak yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang
jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut
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(5)

(1)
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diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Asisten Pemeriksa Pajak yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang
jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.

Tata cara pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat
dilakukan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh PPK.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kenaikan
pangkat kurang dari 4 (empat) tahun ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 31
Dalam hal untuk kenaikan pangkat, Asisten Pemeriksa
Pajak dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar atau pelatih di bidang tugas jabatan
Asisten Pemeriksa Pajak;
keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
perolehan penghargaan/tanda jasa;
perolehan gelar/ijazah lain; dan/atau
pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak.
Kumulatif Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% dari Angka
Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah diperhitungkan untuk 1 (satu) kali kenaikan
pangkat, tidak dapat diperhitungkan kembali pada
kenaikan pangkat berikutnya.
Kegiatan penunjang dalam Asisten Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang yang
ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
Angka Kredit kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

°o oo o

Bagian Keenam
Kenaikan Jabatan

Pasal 32
Kenaikan jabatan bagi Asisten Pemeriksa Pajak, dapat
dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir;
b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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tinggi;

memenuhi HKM;

setiap unsur Nilai Kinerja PNS selama 2 (dua) tahun

terakhir paling sedikit bernilai baik;

e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau
menjalani hukuman disiplin;

f.  lulus Uji Kompetensi untuk jenjang Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak yang akan
diduduki; dan

g. tersedia LKJF pada Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak yang akan diduduki.

Dalam hal untuk kenaikan jabatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Asisten Pemeriksa Pajak dapat

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

a. perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai
dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak;

b. pembuatan Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang
Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau
Penegakan Hukum Perpajakan;

c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah,
peraturan dan bahan lainnya di bidang Pengujian
Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum
Perpajakan;

d. penyusunan standar, pedoman, petunjuk
pelaksanaan, atau petunjuk teknis di bidang tugas
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;

e. pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang
tugas Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;
dan

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak.

Bagi Asisten Pemeriksa Pajak yang akan naik ke jenjang

jabatan  Penyelia  wajib  melaksanakan  kegiatan

pengembangan profesi Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak, dengan Angka Kredit pengembangan

profesi yang disyaratkan sebanyak 4 (empat).

Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat

kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jabatan
sebelumnya.

Kegiatan pengembangan profesi Asisten Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan

surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi yang ditandatangani oleh atasan langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c

Usul kenaikan jabatan Asisten Pemeriksa Pajak

disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama

yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan
pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan.

Usul kenaikan jabatan bagi Asisten Pemeriksa Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima

B o
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secara lengkap paling lambat:

a. tanggal 15 November tahun sebelumnya untuk
Asisten Pemeriksa Pajak yang akan naik pangkat
periode April; dan

b. tanggal 15 Mei tahun berjalan untuk Asisten
Pemeriksa Pajak yang akan naik pangkat periode
Oktober.

(9) Penetapan kenaikan jabatan bagi Asisten Pemeriksa
Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(10) Asisten Pemeriksa Pajak yang memiliki kelebihan Angka
Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

(11) Asisten Pemeriksa Pajak yang memperoleh kenaikan
jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya
diperhitungkan sebesar O (nol).

(12) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan
kenaikan jabatan dilakukan sesuai Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 33
(1) Asisten Pemeriksa Pajak yang secara bersama-sama
membuat Karya Tulis atau Karya Ilmiah di bidang tugas

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak, diberikan

Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi
penulis pembantu;

b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi
penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh
lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis,
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; atau

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pendukung, maka
pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama
untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketujuh
Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan/atau
Jabatan

Pasal 34
Ketentuan mengenai kebutuhan Angka Kredit Kumulatif
untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Asisten
Pemeriksa Pajak tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
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Bagian Kedelapan
Hasil Kerja Minimal

Pasal 35
HKM Asisten Pemeriksa Pajak harus dipenuhi selama
Asisten Pemeriksa Pajak menduduki jenjang Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.
HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari
hasil kerja selama 1 (satu) periode dan/atau 1 (satu)
periode sebelumnya dalam jenjang jabatan yang sama
dan belum pernah diklaim.
Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1
(satu) tahun.
Dalam hal terjadi perpindahan unit kerja dan/atau
kenaikan jenjang jabatan pada tengah periode penilaian,
HKM dihitung secara proporsional.
HKM yang dicapai setiap periode diajukan kepada
pimpinan unit kerja untuk memperoleh surat keterangan
pemenuhan HKM.
HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Surat keterangan pemenuhan HKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disusun menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 36

Periode awal pemenuhan HKM bagi Asisten Pemeriksa Pajak
dimulai paling lambat pada awal tahun berikutnya setelah
tahun pengangkatan, pengangkatan kembali, atau kenaikan
jabatan.

(1)

(2)

Pasal 37
Butir kegiatan HKM Asisten Pemeriksa Pajak pada suatu
jenjang jabatan dapat digantikan dengan:
a. butir kegiatan HKM dalam klaster yang sama pada 1
(satu) jenjang jabatan di atasnya; atau
b. butir kegiatan dalam klaster yang sama pada jenjang
jabatan yang sama dengan Angka Kredit yang lebih
tinggi.
Volume butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disesuaikan sepanjang jumlah Angka
Kredit pada HKM pengganti paling sedikit sama dengan
jumlah Angka Kredit butir kegiatan pada HKM yang
digantikan.
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Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 38

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak ditetapkan oleh PPK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asisten Pemeriksa Pajak diberhentikan dari jabatannya,

apabila:

mengundurkan diri dari jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada pada jabatan

pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak; atau

b. tidak memenuhi SKJ.

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak diusulkan oleh PyB kepada PPK.

Surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Asisten Pemeriksa Pajak berlaku terhitung sejak:

a. tanggal mulai berlaku surat keputusan
pemberhentian untuk Asisten Pemeriksa Pajak yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a;

b. tanggal mulai berlaku surat keputusan
pemberhentian sementara sebagai PNS, untuk
Asisten Pemeriksa Pajak yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

c. tanggal mulai berlaku cuti di luar tanggungan
negara untuk Asisten Pemeriksa Pajak yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c;

d. tanggal mulai berlaku surat tugas untuk Asisten
Pemeriksa Pajak yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d;

e. tanggal mulai bertugas dalam jabatan lain untuk
Asisten Pemeriksa Pajak yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; atau

f. tanggal surat keputusan pemberhentian untuk
Asisten Pemeriksa Pajak yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi

pratama yang membidangi kepegawaian kepada PNS
yang bersangkutan dengan tembusan paling sedikit
kepada:

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

Pas o
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c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
tugas Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;
dan

d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
terkait.

Ketentuan mengenai Pemberhentian dari Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak dilakukan sesuai

dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Kembali

Pasal 39
PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak karena ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b sampai dengan
huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jabatan
terakhir apabila tersedia LKJF.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit
dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pengujian
Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum
Perpajakan selama diberhentikan.
Tambahan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
dalam hal Pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak bagi Asisten
Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena ditugaskan
secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, dan/atau jabatan pengawas.
Tambahan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
secara proporsional sesuai masa penugasan dalam
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan/atau
jabatan pengawas.
Asisten Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena
ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang
sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling
singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada
jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti
dan lulus uji kompetensi apabila tersedia LKJF.
Asisten Pemeriksa Pajak yang diberhentikan dari
jabatannya karena ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan huruf {, tidak dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak.
Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



2022, No.899

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

-28-

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak diusulkan oleh PyB kepada PPK paling

lama 9 (sembilan) bulan sebelum batas usia pensiun

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) melampirkan dokumen paling sedikit:

a. surat keputusan pemberhentian dari Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak; dan

b. PAK terakhir.

Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), oleh pimpinan unit kepegawaian

disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan

tembusan paling sedikit kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau

Penegakan Hukum Perpajakan; dan

e. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
terkait.

Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai pengangkatan kembali dalam

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak dilakukan

sesuai dengan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

pao o

BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 40

Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Asisten
Pemeriksa Pajak wajib dilantik dan diambil sumpah /janji
menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 41
Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Asisten
Pemeriksa Pajak, dibentuk organisasi profesi Asisten
Pemeriksa Pajak.
Asisten Pemeriksa Pajak wajib memiliki 1 (satu)
organisasi profesi.
Setiap Asisten Pemeriksa Pajak wajib menjadi anggota
organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak.
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(4) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

(5) Organisasi profesi mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh
organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak setelah mendapat persetujuan Menteri.

BAB IX
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN
LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 42
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
Asisten Pemeriksa Pajak dapat dipindahkan ke dalam jabatan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan persetujuan PPK.

Pasal 43
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja organisasi, Asisten Pemeriksa Pajak dilarang
merangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau
jabatan administrasi.

BAB X
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 44

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Asisten Pemeriksa Pajak wajib diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk:

a. pelatihan fungsional;

b. pelatihan teknis di bidang tugas jabatan Asisten
Pemeriksa Pajak; dan

c. pelatihan manajerial dan sosial kultural.

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Asisten Pemeriksa Pajak dapat mengembangkan
kompetensinya melalui program pengembangan
kompetensi lainnya.

(5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diantaranya meliputi:

a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja sebagai
Asisten Pemeriksa Pajak;
b. seminar;
C lokakarya; dan
d. konferensi.
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(6) Penyelenggaraan pelatihan Asisten Pemeriksa Pajak
dilakukan melalui koordinasi dengan unit
penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Pemeriksa Pajak yang menduduki kategori keterampilan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370) disesuaikan
nomenklatur jabatannya menjadi Asisten Pemeriksa
Pajak paling lama sampai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.

(2) Pemeriksa Pajak yang disesuaikan nomenklatur
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
melaksanakan tugas jabatan dan wuraian kegiatan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1536)
sampai dengan dilakukannya penyesuaian nomenklatur
jabatan menjadi Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak.

(3) Angka Kredit Kumulatif yang telah dimiliki Pemeriksa
Pajak kategori keterampilan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1370) disesuaikan menjadi Angka Kredit
Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(4) Angka Kredit Kumulatif penyesuaian bagi Pemeriksa
Pajak kategori keterampilan yang dilakukan penyesuaian
nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar Angka Kredit Kumulatif pada PAK
terakhir dikurangi Angka Kredit Kumulatif minimal yang
diperlukan wuntuk jenjang jabatannya berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1370).

(5) PAK terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan PAK periode terakhir yang diperoleh
Pemeriksa Pajak kategori keterampilan sebelum periode
dilakukannya penyesuaian nomenklatur jabatan.

Pasal 46
Pemeriksa Pajak kategori keterampilan yang telah memenuhi
persyaratan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dan memiliki
rekomendasi untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), dapat dipertimbangkan
untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan dengan
sesuai rekomendasi yang diberikan dan dikecualikan dari
ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN 11

PERATURAN MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/PMK 03/2022

TENTANG

PETUNJUK  PELAKSANAAN  JABATAN  FUNGSIONAL
ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

A, CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR .......c00nee.
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a bahwa Saudara ... NIF . wo-. pangkat fgolongan ruang ...
Jabatan ... telah memenuhi nvaml dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsmonal Asisten Pemeriksa Pajak jenjang Ternmpil,
b, bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, periu mengangkat
yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak:
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
2. Peraturan Pemerintah Nemor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negert
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemmerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  PNS dibawah ini:
a. Nama
b. NIP
e, Pangkat/goiongan ruang/TMT
d, Unit keja s
Terhitung mulai tanggal ... dlangkaz dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak pada klaster .. . dengan jenjang Terampil dan Angka Kredit
sehesar 0 (nol).,
KETIGA ¢ Apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinye.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan
untk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di ..
TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggt Pratama yang membidangl kepegawainn /Bagian
yang membidangi kepegawaian vang bersangkutan;*]

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepals Biro/
Bagian Keuangan yvang bersanghkutan;*)

5. Pajabat lain yang dianggap peru.

*) Coret yang tidak perlu,
) Diist apabila ada penambehan diktum yang dianggap perdu.

www.peraturan.go.id
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B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ..........
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ......... NIP ...

jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi syarat dan

dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
melalui perpindahan dari jabatan lain;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsicnal Asisten
Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSEKAN:

Mengangkat:

a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja

Terhitung mulai tanggal ...
Pemeriksa Pajak pada klaster ....... dengan jenjang ........ dan angka kredit sebesar

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .................
pada tanggal ...................

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian
yvang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuanganyang bersangkutan®};

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yvang dianggap perlu.
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C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang . bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ........ NIP ...
jabatan .................. pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak melalui promosi;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor S Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU . mengangkat:
a. Nama
b. NIP
¢. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja e
Terhitung mulai tanggal ........ dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak pada klaster ....... dengan jenjang ...... dan angka kredit sebesar
....... (e
KEDUA e e e e e e e e **)
KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbraikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di .....oooovvvivinnn
pada tanggal ......................
TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian
yvang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan?*);

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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D. PENGAJUAN IJAZAH PENDIDIKAN

A. Pengajuan ljazah Pendidikan

1.

[jazah pendidikan yang telah diperoleh pegawai namun belum diakui dan
diperhitungkan dalam PAK dapat diajukan sebagai unsur Pengembangan
Profesi atau Penunjang.

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan
dokumen sebagai berikut:

a. salinan surat izin mengikuti pendidikan;

b. salinan surat laporan perkembangan mengikuti pendidikan;

c. salinan laporan telah selesai mengikuti pendidikan;

d. salinan transkrip nilai per periode belajar;

e. salinan ijazah dan transkrip nilai keseluruhan; dan

f. salinan keterangan kronologis perkuliahan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 terlebih dahulu dilegalisasi
oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja masing-masing.

[jazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicantumkan
dalam Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi atau
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 diajukan bersama

dengan capaian SKP sebagai bahan usulan PAK.

B. Penilaian Ijazah Pendidikan

Dalam proses penilaian ijazah pendidikan, Tim Penilai melaksanakan langkah-

langkah sebagai berikut:

1.
2.

Meneliti permohonan dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan.

Meneliti validitas ijazah vang diajukan dengan cara membandingkan

dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dengan status laporan

selesai belajar yang disetujui oleh APK.

Menentukan apakah ijjazah yang diajukan dapat diakui dan diberikan

Angka Kredit sebagai unsur Pengembangan Profesi atau unsur Penunjang.

Menghitung Angka Kredit yang akan diberikan sesuai dengan lampiran I

Peraturan Menteri ini.

Melakukan penyesuaian PAK sebagai berikut:

a. menambahkan gelar sesuai ijazah pendidikan yang diperoleh;

b. mengubah pendidikan tertinggi sesuai ijazah pendidikan yang
diperoleh; dan

c. menambahkan Angka Kredit atas ijazah yang diusulkan sesuai dengan

hasil penilaian.



63 2022, No.899

C. Contoh Penghitungan Angka Kredit

1. Nama : Nabila Syarifah
NIP ;19930602 201309 1 001
Pendidikan : Diploma III
Pangkat : Penata Muda (I1I/a)
Jabatan : Asisten Pemeriksa Pajak Mahir

Pada bulan Mei 2021 memperoleh ijazah Sarjana jurusan Akuntansi.
Jurusan Akuntansi termasuk dalam jurusan yang bisa diperhitungkan
sebagai unsur Pengembangan Profesi. Sehingga atas pengajuan ijazah

pendidikan tersebut diberikan Angka Kredit sebagai berikut:

25% x 50 = 12,5 AK.

2. Nama : Adi Suseno
NIP ;19840119 200412 1 002
Pendidikan : Diploma III
Pangkat : Penata (Ill/c)
Jabatan 1 Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia

Pada bulan Mei 2021 memperoleh jjazah Sarjana jurusan Sastra Inggris.

Jurusan Sastra Inggris bukan termasuk dalam jurusan yang bisa
diperhitungkan sebagai unsur Pengembangan Profesi. Sechingga atas
pengajuan ijazah pendidikan tersebut diberikan Angka Kredit Unsur

Penunjang sebesar 5.
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E. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Angka Kredit

Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas
nama-nama Pejabat Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO

NAMA/NIP

JABATAN

PANGKAT/
GOLONGAN RUANG

UNIT KERJA

dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*] tulis nama jabatannya
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PENGUJIAN

KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGUJIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN/ATAU
PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Klaster/Unit kerja

Telah melakukan kegiatan Pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau Penegakan hukum perpajakan,

sebagai berikut:

. . Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan /
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Krodit Angka bukti fisik
Kegiatan Kredit

1 2 3 4 S 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama L
NIP : .
Pangkat/golongan ruang/ TMT P PP TP TSP PPRPN
Jabatan PP
Klaster/Unit kerja PP

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
. . Satuan Angka Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal . Volume ) Angka S
Hasil . Kredit ) bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 ) [>] 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama PRSP
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan TP O TP UUPTPORIIEREUPPPIR
Unit kerja PP PP PPPRPPRPN

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Klaster /Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

Jumlah Jumlah
. . Satuan Angka Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal : Volume ) Angka o
Hasil . Kredit . bukti fisik
Kegiatan Kredit
1 2 3 4 5 [+ 7 8
1.
2.
3.
4.
S,
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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1. PENGUSULAN, PENILAIAN, PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN FORMULIR LAPORAN
CAPAIAN ANGKA KREDIT

A. Pengusulan Angka Kredit

1. Asisten Pemeriksa Pajak menyusun usulan Angka Kredit yang berisi

dokumen sebagai berikut:

a.

Capaian SKP yang telah dilegalisir oleh pejabat pengelola kepegawaian
pada unit kerja masing-masing;

Surat Pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak;

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dalam
hal Asisten Pemeriksa Pajak melakukan kegiatan pengembangan
profesi;

Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dalam hal Asisten
Pemeriksa Pajak melakukan kegiatan penunjang;

Bukti pendukung usulan Capaian Angka Kredit (dapat berupa output
sistem informasi atau dokumen fisik/digital tugas jabatan Asisten
Pemeriksa Pajak, dokumen pengembangan profesi, dan/atau dokumen
kegiatan penunjang);

Fotocopy Laporan Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP
untuk periode sebelumnya yang telah dilegalisir oleh pimpinan unit
kerja; dan

Fotocopy Laporan Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan
Profesi dan Kegiatan Penunjang untuk periode-periode sebelumnya
dalam 1 (satu) masa pangkat yang telah dilegalisir oleh pimpinan unit

kerja.

2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan

huruf g tidak berlaku bagi Asisten Pemeriksa Pajak yang menjalani periode

penilaian pertama sejak pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten

Pemeriksa Pajak atau sejak kenaikan jabatan.

3. Atasan langsung Asisten Pemeriksa Pajak menyampaikan dokumen usulan

Capaian Angka Kredit kepada kepala unit.

4. Kepala unit menyampaikan usulan Capaian Angka Kredit kepada Pejabat

yvang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit menggunakan Surat

Penyampaian Bahan Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi
Asisten Pemeriksa Pajak u.p. Ketua Tim Penilai.
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B. Administrasi Usulan Capaian Angka Kredit

1. Sekretariat Tim Penilai meneliti kelengkapan usulan Capaian Angka Kredit
yvang diajukan oleh Asisten Pemeriksa Pajak.

2. Dalam hal wusulan Capaian Angka Kredit tidak memenuhi syarat
kelengkapan, Sekretariat Tim Penilai membuat surat permintaan
kelengkapan kepada Asisten Pemeriksa Pajak.

3. Asisten Pemeriksa Pajak melengkapi kekurangan kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak surat permintaan kelengkapan dikirim.

4. Dalam hal kekurangan kelengkapan tidak disampaikan sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Penilai
mengembalikan usulan Capaian Angka Kredit kepada kepala unit kerja.

5. Usulan Capaian Angka Kredit yang telah dinyatakan lengkap dikirim kepada
Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.

C. Penilaian Capaian Angka Kredit

1. Tim Penilai menghitung Capaian Angka Kredit Asisten Pemeriksa Pajak
dengan membandingkan capaian SKP, surat pernyataan, dan bukti
pendukung.

2. Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat meminta bukti pendukung tambahan
sebagai bahan pertimbangan kepada Asisten Pemeriksa Pajak.

3. Asisten Pemeriksa Pajak mengirimkan bukti pendukung tambahan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak surat permintaan bukti pendukung tambahan diterima.

4. Dalam hal bukti pendukung tambahan tidak disampaikan sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Tim Penilai menetapkan
capaian Angka Kredit berdasarkan pertimbangan Tim Penilai.

5. Tim Penilai menuliskan hasil penilaian Angka Kredit ke dalam formulir
Laporan Capaian Angka Kredit dan formulir Laporan Capaian Angka Kredit
dari Kegiatan Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang serta
menyampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai untuk didistribusikan.

6. Hasil penilaian Angka Kredit dari capaian SKP dituliskan ke dalam formulir
Laporan Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP meliputi:

a. hasil penilaian Angka Kredit untuk periode yang dinilai; dan
b. hasil penilaian Angka Kredit untuk periode-periode sebelumnya dalam 1
(satu) masa pangkat.
7. Dalam hal Angka Kredit telah mencapai kebutuhan untuk kenaikan pangkat

dan/atau jabatan, Tim Penilai memberikan rekomendasi kenaikan pangkat
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dan/atau jabatan serta menyampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai
untuk ditetapkan dalam PAK.

D. Penetapan PAK

1. Berdasarkan formulir Penilaian Capaian Angka Kredit dan formulir

Penilaian Capaian Angka Kredit dari Kegiatan Pengembangan Profesi dan
Kegiatan Penunjang, Sekretariat Tim Penilai membuat Berita Acara
Penetapan Angka Kredit (BA PAK).

Sekretariat Tim Penilai meneruskan konsep BA PAK sebagaimana dimaksud
pada angka 1 kepada Tim Penilai dan ditandatangani paling sedikit 3 (tiga)
orang anggota Tim Penilai.

. Berdasarkan BA PAK yang telah ditandatangani oleh Tim Penilai, Sekretariat

Tim Penilai membuat konsep PAK dan menyampaikan kepada Pejabat yang

Berwenang Mengusulkan Angka Kredit.

. Pejabat yang Berwenang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit

menyampaikan konsep PAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Angka Kredit.

E. Distribusi Formulir Laporan Capaian Angka Kredit dan PAK

1. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan Formulir Penilaian Capaian Angka

Kredit dan PAK yang telah ditandatangani kepada:
a. Asisten Pemeriksa Pajak yang bersangkutan.
b. Kepala unit kerja yang mengusulkan.
c. Sekretaris Direktorat Jenderal u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata
Laksana.

d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

2. Sekretariat Tim Penilai mengadministrasikan Formulir Penilaian Capaian

Angka Kredit dan PAK yang telah ditandatangani sebagai arsip.
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F. CONTOH FORMAT LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
BERDASARKAN CAPAIAN SKP

2022, No.899

Asisten Pemeriksa Pajak Yang Dinilai

1. NAMA Elna Lalita

2. NIP 197504211999032001

3. NOMOR SERI KARPEG Lo

4. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 21 April 1975

S. JENIS KELAMIN © Perempuan

6. g%lz(;}éA/Tr{\ﬂG,[\OLONGAN . Penata Tingkat I, III/d

7. JABATAN/TMT . Asisten Pemeriksa Pajak Penyelia
8. KLASTER

9. UNIT KERJA

10. PERIODE PENILAIAN

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

ANGEKA KREDIT

sty | st | g o | PRSI | o cesor
5 SKP TUGAS JABATAN | ° Omo/] A8M | HARUS DICAPAI (Kolom 2 % Kolom 4)
© SETIAP TAHUN
1 2 3 4 5 6*

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh

Catatan:

*) Pengisian kolom 6 memperhatikan ketentuan mengenai batas maksimal Capaian Angka Kredit setahun.
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LAPORAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
DARI KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG

NAMA

NIP

NOMOR SERI KARPEG

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

PANGKAT/GOLONGAN
RUANG /TMT

JABATAN/TMT

KLASTER

UNIT KERJA

b=l B Bl Pl IR B Bl I ol B

PERIODE PENILAIAN

s.d

Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang

Pengembangan Profesi

Kegiatan

Hasil Kerja/
Output

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

A. Perolehan jazahfgelar
pendidikan formal sesuai

dengan bidang tugas JF

Pembuatan karya tulis/ karya
ilmiah di bidang JF

Penerjemahan/ penyaduran
buku dan bahan-bahan lain di
bidang JF

Penyusunan Standar/Pedoman/
Petunjuk Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis di bidang JF

Pengembangan Kompetensi di
bidang JF

Kegiatan lain yang mendukung
pengembangan profesi yang
ditetapkan oleh Instansi
Pembina di bidang JF

JUMLAH ANGEKA KREDI

1.

Penunjang

A. Pengajar [Pelatih/ Pembimbing di

bidang JF

B. Keanggotaan dalam Tim

Penilaif Tim Uji Kompetensi

Perolehan Penghargaan

FPerolehan gelar [ kesarjanaan
lainnya

Pelaksanaan tugas lain yang
mendukung pelaksanaan tugas
JF

JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG

III.

=

Capaian Angka Kredit

Pengembangan Profesi

Lama

Baru

Jumlah

Penunjang

Lama

Baru

Jumlah
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J. CONTOH FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

2022, No.899

NOMOR .............
Instansi: ..o, Masa Penilaian: .........cceeooiiiinnnnnn
I | KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 NIP
3 Nomor Seri KARPEG
4 | Pangkat/Golongan ruang TMT
S | Tempat dan Tanggal lahir
6 | Jenis Kelamin
7 Pendidikan
8 | Jabatan Fungsional/TMT
9 | Masa Kerja Golongan
10 | Klaster/Unit Kerja
11 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH KETERANGAN

1. AK awal yang diberikan

2. AK yang diperoleh dari Pengalaman

AK yang diperoleh Kegiatan Tugas

Jabatan

4. AK yang diperoleh dari Pengembangan
Profesi

5. AK yang diperoleh dari Kegiatan
Penunjang

TOTAL ANGKA KREDIT

Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan

111 | SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ASISTEN PEMERIKSA PAJAK PADA KLASTER

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN

JENJANG ........... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.................
ASLI penetapan Angka Kredit untuk: Ditetapkan di .......coccocvii e
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan Pada tanggal .....o.ovve v iiiiinns

2. Asisten Pemeriksa Pajakyang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan Nama Lengka,

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangl kepegawalan yang
bersangkutan*);

*

coret yang tidak perlu
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K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI

1. TIM PENILAI DARI UNSUR TEKNIS

NO KLASTER TIM PENILAI PADA TIM PENILAI PADA
KANTOR PUSAT KANTOR WILAYAH
1 | Regulasi Direktorat yang | -
membidangi peraturan
perpajakan
2 | Strategi Direktorat yang | -
membidangi strategi
perpajakan
3 | Pengawasan Direktorat yvang | Bidang yang
membidangi mengampu
pengawasan pengawasan
perpajakan atau perpajakan
Direktorat yang
membidangi
ekstensifikasi
perpajakan
4 | Analisis data, | Direktorat yang | Bidang yang
manajemen risiko | membidangi data dan | mengampu data dan
kepatuhan, dan sains | informasi perpajakan informasi perpajakan
data
5 | Pemeriksaan Direktorat yang | Bidang yang
membidangi mengampu
pemeriksaan pemeriksaan
perpajakan perpajakan
6 | Intelijen perpajakan Direktorat vang | Bidang vang
membidangi  intelijen | mengampu intelijen
perpajakan perpajakan
7 | Forensik digital | Direktorat yang | Bidang yang
perpajakan membidangi  forensik | mengampu forensik
digital digital
8 | Penagihan perpajakan Direktorat yang | Bidang yang
membidangi penagihan | mengampu penagihan
perpajakan perpajakan
9 | Penelaahan keberatan Direktorat yvang | Bidang yang
membidangi keberatan | mengampu keberatan
dan banding
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2. TIM PENILAI UNIT KERJA PUSAT

KEPUTUSAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR ..........

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;
b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup
memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
3ipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsicnal Asisten
Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA PUSAT JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

PERTAMA . Membentuk Tim Penilai Unit Kerja Pusat Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak dengan susunan tim sebagai berikut:
a.  Ketua merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
b. Sekretaris merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP
c. Anggota :1. Nama Pejabat /NIP
2. Nama Pejabat/NIP
3. dst.
KEDUA . Tim Penilai Unit Kerja Pusat Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak

mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk
dalam menetapkan angka kredit; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

KETIGA . Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.

KEEMPAT . Masa jabatan anggota Tim Penilai Unit Kerja Pusat Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak adalah 3 (tiga) tahun.

KELIMA . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM . Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....
Salinan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini disampaikan kepada :
1. Para Direktur Teknis,

2. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
Direktorat Jenderal Pajak.

ditetapkan di...........ocoeee
pada tanggal .......................

NIP.
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3. TIM PENILAI UNIT KERJA WILAYAH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK XX

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

NOMOR ..........
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI UNIT KERJA WILAYAH
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP XX
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP XX,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak, perlu membentuk Tim Penilai Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;

b. bahwa para pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup
memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional
Asisten Pemeriksa Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP XX TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI UNIT KERJA WILAYAH JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA
PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK XX

Membentuk Tim Penilai Unit Kerja Wilayah Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XX dengan susunan tim sebagai
berikut:

a. Ketua merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP

b. Sekretaris merangkap anggota :Nama Pejabat/NIP

c. Anggota :1. Nama Pejabat / NIP
2. Nama Pejabat /NIP
3. dst.

Tim Penilai Unit Kerja Wilayah Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XX mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Kepala Kantor Wilayah DJP XX atau pejabat lain yang ditunjuk
dalam menetapkan angka kredit; dan

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penilaian angka kredit dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota.
Masa jabatan anggota Tim Penilai Unit Kerja Wilayah Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak XX adalah 3 (tiga) tahun.
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala
Kantor Wilayah DJP XX ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20.....

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Para Direktur;

3. Para Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
Direktorat Jenderal Pajak.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.
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L. USULAN KENAIKAN JABATAN

A. Pengajuan Usulan Kenaikan Jabatan

1. Asisten Pemeriksa Pajak mengajukan usulan kenaikan jabatan kepada
pimpinan unit kerja setelah mendapat rekomendasi kenaikan jabatan pada
PAK terakhir.

2. Pimpinan unit kerja meneruskan usulan kenaikan jabatan Asisten
Pemeriksa Pajak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak u.p. Kepala
Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

3. Usulan kenaikan jabatan scbagaimana dimaksud pada angka 2 harus
disertai dengan:

a. PAK yang mencantumkan rekomendasi kenaikan jabatan;

b. Penilaian prestasi kerja terakhir;

c. Sertifikat/Surat Keterangan/dokumen lain yang membuktikan
kelulusan Asisten Pemeriksa Pajak dalam uji kompetensi untuk jenjang
jabatan yang dituju;

d. SK Kenaikan Pangkat terakhir;

e. SK Kenaikan Jabatan terakhir; dan

f. Surat keterangan pemenuhan HKM dari pimpinan unit kerja untuk 1

(satu) tahun terakhir sebelum diajukannya usulan kenaikan jabatan.

B. Penetapan Kenaikan Jabatan

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan penelitian
kelengkapan usulan kenaikan jabatan.

2. Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap, Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana membuat surat permintaan kelengkapan kepada Asisten
Pemeriksa Pajak.

3. Asisten Pemeriksa Pajak melengkapi kekurangan kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak surat permintaan kelengkapan diterima.

4. Dalam hal kekurangan kelengkapan tidak disampaikan sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Bagian
Organisasi dan Tata Laksana mengembalikan usulan kenaikan jabatan
kepada kepala unit kerja.

5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan konfirmasi riwayat
hukuman disiplin dan lowongan kebutuhan jabatan fungsional kepada
Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan,
Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.

6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyusun konsep surat

keputusan kenaikan jabatan.
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Konsep surat keputusan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada
angka 6 dimintakan pendapat kepada Kepala Bagian Mutasi dan
Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan
Pemberhentian Pegawai.

Pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan kenaikan
jabatan Asisten Pemeriksa Pajak.

Dalam hal permohonan kenaikan jabatan tidak dapat dikabulkan, maka
surat usulan berikut lampiran dikembalikan untuk dapat diusulkan
kembali pada periode kenaikan jabatan selanjutnya.

Surat keputusan kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan oleh PyB dibuat
salinan dan petikan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.

Pengajuan Surat Keterangan Pemenuhan HKM

1.

Asisten Pemeriksa Pajak menyusun konsep Surat Keterangan Pemenuhan
HKM untuk tahun sebelumnya dengan menggunakan formulir pada huruf
D dan mengajukannya kepada atasan langsung pada awal tahun.

Atasan langsung melakukan penelitian atas kebenaran pengisian konsep
Surat Keterangan Pemenuhan HKM sesuai dengan bukti pendukung yang
tersedia dan disandingkan dengan target HKM Asisten Pemeriksa Pajak
sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf F.

Berdasarkan hasil penelitian, atasan langsung memberikan kesimpulan
atas terpenuhi/tidak terpenuhinya target HKM dengan cara mengisi kolom
6 pada konsep Surat Keterangan Pemenuhan HKM yang disusun oleh
Asisten Pemeriksa Pajak.

Setelah dilakukan penelitian, atasan langsung menyampaikan konsep
Surat Keterangan Pemenuhan HKM kepada pimpinan unit kerja.

Pimpinan unit kerja menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan HKM

dan menyampaikan kembali kepada Asisten Pemeriksa Pajak.
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D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMENUHAN HKM

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menerangkan bahwa:

Nama
NIP PP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Klaster /Unit kerja

Telah melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk tahun ........
sebagai berikut:

Uraian Kegiatan Volume Bukti Kesimpulan
HKM/HKM Satuan Hasil ) pendukung (memenuhi/tidak
) Kegiatan )
Pengganti memenuhi?)
2 3 4 5 [2]

IS el Bl Ll el I

o
24

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

* coret salah satu, ditst oleh atasan langsung
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E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT /JABATAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ...,
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini, telah
memnuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih
tinggi;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina
Profesi Keuangan,

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA : Pegawal Negeri Sipil, nomor urut:
Nama
b. Tempat/Tanggal Lahir
c. NIP
d. Pendidikan
e. Pangkat/golongan mang/TMT
f. Jabatan /Angka Kredit
g.  Unit kerja
Terhitung mulai tanggal . dlangkat dalam pangkat/golongan ruang ... dengan
masa kerja ... tahun .. bulan diberikan gaji pokok sebesar .. ditambah dengan
penghasilan lain berdasarka.n ketentuan peraturan perundang-unda.ngan yang
berlaku.
KEDUA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KETIGA . Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan scbagaimana mestinya.
ditetapkan di ...................
pada tanggal ..o
NIP.
TEMBUSAN:

1.
2.

Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yvang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pgjabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

. Pgjabat lain yang dianggap perlu.
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ...,
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Asisten Pemeriksa Pajak yang lowong,
Saudara ......... NIP ............... jabatan ........ pangkat/golongan ruang .........
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikken dalam jenjang Jabatan
setingkat lebih tinggi;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA . Terhitung mulai tanggal
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dari Jabatan Fungsional A51sten Pemeriksa Pajak pada klaster ... .. dengan
jenjang... ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak pada
klaster ..... denganjenjang .............. dengan angka kredit sebesar 0 (nol).

KE DU A i e e e e e e

KETIGA . Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri 3ipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.
TEMBUSAN
. Kepala Badan Kepegawamn Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yvang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

H W
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M. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

A. Pengajuan Pemberhentian

1. Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai

menyampaikan Salinan Surat Keputusan menjalani cuti di luar tanggungan
negara kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyampaikan Salinan Surat
Keputusan diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan, atau ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak kepada Kepala Bagian Organisasi dan

Tata Laksana.

. Asisten Pemeriksa Pajak mengajukan surat pengunduran diri dari Jabatan

Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak kepada Kepala Bagian Organisasi dan
Tata Laksana.

Pimpinan unit kerja mengajukan surat laporan tidak terpenuhinya target
SKP kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

B. Penetapan Pemberhentian

1. Berdasarkan dokumen usulan pemberhentian, Kepala Bagian Organisasi

dan Tata Laksana membuat konsep surat keputusan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak.

Konsep surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka
1 dimintakan pendapat kepada Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan.
Pejabat yang Berwenang menandatangani surat keputusan kenaikan
jabatan Asisten Pemeriksa Pajak.

Surat keputusan pemberhentian yang sudah ditetapkan dibuat salinan dan

petikan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak terkait.



83 2022, No.899

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMERIKSA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang 1 a. bahwa berdasarkan surat .................... Nomor ............. tanggal ...........
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa
Pajak karena ............. %)

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... diberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Jabatan
e. Klaster/Unit Kerja .
KEDUA U U UV +¥)
KETIGA 1 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli  Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di.............coc e
pada tanggal ...
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yvang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Birof
Bagian Keuangan yang bersangkutan®);

5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...
**) Diisi apabila ada penambahan diktum vang dianggap perlu.
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N. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA

PAJAK

A. Pengajuan Pengangkatan Kembali

1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pengangkatan

kembali ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak kepada

pimpinan unit kerja.

2, Pimpinan unit kerja membuat surat rekomendasi dan meneruskan

permohonan kepada pimpinan unit kerja diatasnya, dan selanjutnya

dikirimkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal u.p. Kepala Bagian

Organisasi dan Tata Laksana untuk diproses lebih lanjut.

3. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dengan

dokumen sebagai berikut:

a. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS,

1)
2)
3)
4

Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
Surat keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS;
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan

Surat Rekomendasi dari pimpinan unit ketja.

b. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara,

1)
2)
3)
4)

Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
Surat keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS;
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan

Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.

c. pegawai yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,

1)
2)
3)
4

Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;
Fotokopi ljazah dari pendidikan tugas belajar;
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan

Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.

d. pegawai yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Asisten Pemeriksa Pajak,

1)
2

3)
4

Keputusan Penetapan Angka Kredit terakhir;

Surat pengembalian pegawai ke DJP (untuk penugasan di luar
Direktorat Jenderal Pajak);

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Terakhir; dan

Surat Rekomendasi dari pimpinan unit kerja.
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B. Penetapan Pengangkatan Kembali

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan penelitian
kelengkapan usulan pengangkatan kembali.

2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan konfirmasi riwayat
hukuman disiplin dan lowongan kebutuhan jabatan fungsional kepada
Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan,
Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.

3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana membuat konsep surat
keputusan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak.

4. Konsep surat keputusan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud
pada angka 4 dimintakan pendapat kepada Kepala Bagian Mutasi dan
Kepangkatan dan Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan
Pemberhentian Pegawai.

5. Pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pengangkatan
kembali.

6. Dalam hal permohonan pengangkatan kembali tidak dapat dikabulkan,
maka surat usulan berikut lampiran dikembalikan.

7. Surat keputusan pengangkatan kembali yang sudah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dibuat salinan dan petikan untuk dikirimkan

kepada pihak-pihak terkait.
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C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR ..........

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Saudara ......... NIP ... pangkat/golongan ruang ...... jabatan......... , telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten
Pemeriksa Pajak;

MEMUTUSKAN:
Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Asisten Pemeriksa Pajak pada Kklaster ... dengan
jenjang........oeeeinn dan angka kredit sebesar ................. | TP )

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asgli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .......................
pada tanggal ...........c..ccoeeennn.

NIP.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian
vang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan®);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum vang dianggap perlu.
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O. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG PENGUJIAN
KEPATUHAN PERPAJAKAN /PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN DI BIDANG
PENGUJIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN/
PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama PP
NIP OO PP TP PSP P PRI
Pangkat/golongan ruang/TMT T PP T P PR ROPPTRN
Jabatan :

Unit kerja

Telah memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang Pengujian kepatuhan perpajakan dan/atau
Penegakan hukum perpajakan yvang meliputi:

tugas melakukan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan;

tugas di unit kerja yang berkaitan langsung dengan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau
Penegakan Hukum Perpajakan; dan/atau

c. tugas di unit kerja pendukung penerimaan pajak lainnya

selama ... (...) tahun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELEPASKAN JABATAN
YANG DIDUDUKI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MELEPASKAN JABATAN YANG DIDUDUKI
DALAM RANGKA PENGANGKATAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMERIKSA PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Neunn

NIP

Pangkat /golongan muang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Dengan Inl menyatakan bersedia untuk melepaskan jabatan sebagal pelaksana/pejabat eselon
IV /pejabat eselon [/ pejabat eselon [1/pejabat eselon 1/jabatan lain® feoret salah satu) yang saat ini
melekat.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang bersangkutan,

Materas
Rp. 10.000,-

MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

www.peraturan.go.id



